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Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan 
oleh masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Namun seiring perkembangan 
zaman, baik dalam bidang teknologi, informasi serta komunikasi, memberikan 
banyak dampak positif, khususnya kemajuan transportasi, salah satunya adalah 
transportasi sepeda motor yang digunakan dengan aplikasi online atau yang biasa 
disebut ojek online. Munculnya ojek online saat ini pro dan kontra masih terus 
terjadi terhadap ojek online tersebut, yang dimana dalam pasal 47 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni 
sepeda motor tidak dikategorikan fungsinya sebagai kendaraan bermotor umum. 
Sementara dengan keluarnya regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 
online yang dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 
Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 
memberikan ketidakpastian hukum mengenai pengkategorian sepeda motor 
sebagai kendaraan bermotor umum atau tidak. Permasalahan tersebut 
merumuskan masalah yakni, Bagaimana regulasi terhadap transportasi sepeda 
motor berbasis aplikasi online dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Tujuan dalam 
penelitian ini ialah tidak lain untuk menjajaki regulasi tentang transportasi sepeda 
motor berbasis aplikasi online, serta untuk menerangkan tinjauan hukum Islam 
terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Penelitian 
dalam permasalahan ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (Library 
Research) yang bersifat Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif  yang dimana lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat diketahui bahwa regulasi transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online yang dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 
2019 bertentangan dengan Peraturan yang berada diatasnya yakni dalam Pasal 47 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
dalam pengkategorian fungsi sepeda motor. Islam juga memandang sepeda motor 
dapat dipergunakan untuk kemaslahatan yang dimana dalam membentuk aturan 
tersebut sesuai dengan kajian Al-sulthah al-tasyri’iyah serta maslahah mursalah 
sebagai dasar, serta mengutamakan keselamatan serta keamanan dalam 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن 
َواْليَ ْوِم  تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل الّلِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلوِ 
ٌر  ﴾٩٥َوَأْحَسُن تَْأِوياًل ﴿اآلِخِر َذِلَك َخي ْ  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan salah satu bagian yang penting karena judul sebagai 
gambaran dari isi. Adanya penegasan judul untuk mengharapkan tidak 
timbulnya pemahaman yang berbeda  dengan apa yang peneliti maksudkan, 
sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak maupun berfikir di dalam 
suatu penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul: Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Regulasi  Transportasi Sepeda Motor Berbasis 
Aplikasi Online. Judul tersebut  terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang 
peneliti buat yakni : 
1. “Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang 




2. “Hukum Islam yaitu suatu kaidah, aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur`an, hadits Nabi 
Saw, pendapat sahabat dan tabi‟in maupun pendapat yang berkembang di 
suatu masa dalam kehidupan umat Islam.”
2
 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h.157. 
2





3. “Regulasi adalah Pengaturan.”3 
4. “Transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis 
kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.”
4
 
5. “Sepeda motor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. 
Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran.”
5
 
6. “Berbasis merupakan mempunyai basis atau berdasarkan.”6 




8. “Online merupakan jaringan komunikasi elektronik yang 
menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang 
terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.”
8
 
Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud dari Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis 
Aplikasi Online adalah  penyelidikan dengan cara mengumpulkan data yang 
bersumber dari al-Qur`an dan Hadits terhadap pengaturan yang dibuat oleh 
pemerintah yang berlaku bagi semua orang dalam Negara Indonesia tentang 
angkutan yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik dengan 
                                                             
3
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1991), h.1275. 
4
Ibid. h.1545.  
5
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
6








menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi 
di seluruh dunia melalui telepon. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk memilih judul tersebut adalah : 
1. Ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap 
regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 
2. Ingin lebih menguasai terhadap regulasi transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online. 
3. Pembahasan ini sangat relevan dengan salah satu pekerjaan sampingan 
saya yakni transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 
C. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman yang begitu cepat dan daya saing yang semakin 
tinggi dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Daya saing 
bukan hanya sesama rakyat Indonesia saja, tetapi sudah meluas hingga antar 
Negara-Negara ASEAN yang mulai masuk ke Indonesia.  
“Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring waktu. 
Perkembangan ini dipicu oleh keberadaan teknologi komputer dan 
internet. Teknologi komputer dan internet pada dasarnya bertujuan 




Inovasi model bisnis baru berkembang dengan memanfaatkan 
kecanggihan teknologi komputer. Salah satu inovasi model bisnis baru 
tersebut ialah transportasi. Transportasi di Indonesia merupakan hal 
terpenting dalam mobilitas sehari-hari, termasuk dalam pemberian jasa yang 
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dilakukan dalam bertransportasi. Jasa transportasi juga mempunyai peranan 
yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan 
mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi 
sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
Model bisnis baru yang dalam hal ini ialah transportasi, menggunakan 
kecanggihan aplikasi dalam dunia internet untuk mempermudah dalam 
bermobilitas. Perusahaan yang berkembang pesat dalam bisnis baru ini di 
Indonesia adalah Gojek dan Grab. Terdapat armada sepeda motor dalam 
perusahaan tersebut, yang dimana dalam pelayanannya konsumen dapat 
memesan dengan smartphone secara cepat dan mudah. Ditengah kesibukan 
dan kemacetan yang terjadi di perkotaan, transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online tersebut menjadi sarana yang tepat untuk mempermudah dan 
mempercepat dalam bertransportasi.  
Pemerintah Indonesia mengalami banyak kendala dalam mengatasi 
transportasi online, khususnya dalam permasalahan kali ini ialah transportasi 
sepeda motor, dimana permasalahan tersebut terletak pada landasan 
hukumnya. Di Indonesia legalitas dari transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online sering dipertanyakan. Kementerian Perhubungan sempat 
melarang seluruh transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online untuk 
beroperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 




Pelarangan dari Kementerian Perhubungan tersebut menuai banyak 
kecaman maupun aksi dari berbagai pihak, khususnya pengemudi sepeda 
motor online. Aksi tersebut berupa protes baik dalam pertemuan maupun 
demonstrasi. Kemudian terdapat pula 54 pengemudi transportasi sepeda 
motor berbasis aplikasi online dari bermacam perusahaan menanggapi dengan 
mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 47 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Tetapi dalam putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018 Mahkamah 
Konstitusi menolak permohonan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 
“…Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut 
orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, untuk itu diperlukan 
suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi 
pelaku maupun pengguna angkutan tersebut. Mahkamah Konstitusi 
juga berpendapat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
juga dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman 
untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor 
tidak dikategorikan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan menjadi 
kendaraan umum, sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai 
kendaraan perseorangan. Demikian tidak bertentangan dengan 
konstitusi dikarenakan  memberikan kepastian hukum mengenai 
perlindungan kepada setiap warga negara.”
10
 
Kementerian Perhubungan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi 
dengan menyerahkan pengaturan teknis mengenai transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online kepada masing-masing Kepala Daerah. Situasi 
menjadi kisruh karena tumpang tindihnya produk hukum yang dikeluarkan 
Kepala Daerah, dikarenakan tidak jelasnya pengkategorian fungsi  
                                                             
10




transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online menjadi kendaraan 
bermotor umum atau bukan, serta Kepala Daerah tidak diberikan panduan 
oleh Pemerintah Pusat. 
Pemerintah dalam permasalahan tersebut harus mengambil langkah 
konkret demi kepastian hukum. Pemerintah juga dalam kedudukannya harus 
melaksanakan aturan untuk berjalannya sebuah Negara. Disetiap Negara pada 
dasarnya memiliki aturan atau hukum yang berlaku untuk mengatur segala 
urusan dalam Negara. “Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan 
keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang 




Regulasi merupakan jalan pemerintah untuk transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan 
Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, 
yang di dalamnya mengatur tentang keselamatan, kemitraan, suspense mitra 
driver dan biaya jasa atau tarif ojek online pada 11 Maret 2019. Kemudian 
pada tanggal 25 Maret 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan 
Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa 
Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat 
Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam hal ini Pemerintah terus melakukan 
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upaya dalam regulasi hukum bagi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 
online. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan respon dari 
masyarakat, dimana transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online 
merupakan alat transportasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 
merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, yang dimana 
merupakan penunjang dalam perekonomian masyarakat. 
Transportasi serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat 
juga merupakan salah satu pandangan dari Islam. Islam memandang 
perkembangan teknologi dalam transportasi merupakan salah satu dampak 
positif dalam kecanggihan.  
“…Teknologi yang tepat untuk dipergunakan merupakan salah satu 
sumber dari ekonomi syari‟ah. Islam tidak apriori terhadap kehadiran 
teknologi asalkan digunakan untuk kemakmuran manusia. Islam 
menentang jika teknologi digunakan untuk mendatangkan 
kemudaratan bagi umat manusia.”
12
  
Dalam al-Qur`an juga dijelaskan bagaimana begitu pentingnya 
transportasi di kehidupan dalam islam.  
Allah swt berfirman:  
ُْم أَنها ََحَْلَنا ُذرِّي هتَ ُهْم ِف اْلُفْلكِ  ﴾ َوَخَلْقَنا ََّلُم ١ٔاْلَمْشُحوِن ﴿ َوآيٌَة َّله
﴾١ٕمِّن مِّْثِلِو َما يَ رَْكُبوَن ﴿  
Artinya: “Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah 
bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang 
penuh muatan, dan kami ciptakan (juga) untuk mereka 
(angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai” (Q.S. 
Yasin [36]: 41-42). 
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“Transportasi merupakan hal penting dalam Islam, terutama dalam 
ekonomi. Ekonomi dalam Islam  merupakan konsep yang integral dalam 
membangun keutuhan hidup bermasyarakat.”
13
 Ekonomi Islam juga mengatur 
bagaimana manusia dalam bertransportasi. “Dalam  sistem ekonomi, Islam 
memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang berkah, adil dan sejahtera 
yang akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menjauhkan kerusakan 
pada masyarakat.”
14
 Pemerintah sebagai institusi di Indonesia dalam 
penerapannya harus menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan 
memadai dengan teknologi terkini. Jika regulasi transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengutamakan 
segi keselamatan, dengan begitu masyarakat tidak akan lagi menjadi korban 
dari kecelakaan transportasi akibat tidak pedulinya Pemerintah. 
Regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah menurut pandangan saya 
masih membingungkan, dikarenakan terjadinya ketidak pastian hukum 
tentang fungsi sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana sepeda motor tidak 
dikategorikan sebagai kendaraan bermotor untuk umum. Kemudian dikuatkan 
dengan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya yang secara implisit 
berpendapat bahwa  
“…Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mengatur 
jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan 
kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan 
dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai 








kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum 





Saat ini keberadaan transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online 
belum memiliki landasan hukum di tingkat Undang-Undang. Langkah yang 
diambil Kementerian Perhubungan dengan langsung menerbitkan Peraturan 
terkait transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, menimbulkan 
resiko timbulnya gugatan uji materiil atas peraturan tersebut kepada 
Mahkamah Agung. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang: 
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari  
atas : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah ; 
e. Peraturan Presiden ; 
f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten.”16 
Peraturan Menteri keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan:  
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 
Desa atau yang setingkat.”
17
 
Ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis Peraturan 
Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri, namun Peraturan Menteri 
merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Pasal 
8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: 
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 




Data-data tersebut menurut saya substansi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KP 348 Tahun 2019 diduga bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) yang 
berbunyi “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1),”
19
 dengan Penjelasan  yakni 
“Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan 
pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak 
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Permasalahan selanjutnya merupakan isi dari regulasi tersebut, yang 
dimana dalam regulasi tersebut memberikan sifat kendaraan bermotor umum 
kepada kendaraan bermotor yang digunakan untuk perseorangan. Ciri 
pelayanan juga hampir serupa dengan ciri kendaraan umum tidak dalam 
trayek sebagaimana dalam Pasal 152 Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Belum adanya sanksi yang diberikan jika melanggar regulasi 
tersebut. Sifat-sifat tersebut juga belum memenuhi unsur keselamatan, dalam 
Islam keselamatan dan manfaat khususnya menurut ekonomi syari‟ah, 
pembuatan regulasi harus diatur sebagaimana mestinya tanpa melanggar baik 
itu hukum Islam dan hukum positif. Kesenjangan yang terjadi terhadap 
regulasi tersebut merupakan alasan utama peneliti untuk mengkaji lebih 
dalam bagaimana regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online 
ditinjau dari hukum Islam. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ialah memfokuskan masalah agar tidak terjadinya 
perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. 
Peneliti memfokuskan untuk meninjau kesesuaian regulasi transportasi 
sepeda motor berbasis aplikasi online, yakni Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 
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348 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengacu kepada Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, serta meninjau regulasi terhadap transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online dengan menggunakan siyasah dusturiyyah dan kaidah 
hukum Islam dengan sumber al-Qur`an, Hadits, Ijma‟ serta Qiyas. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda 
motor berbasis aplikasi online ? 
F. Tujuan Penelitian 
“Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan daya imajinasi 
mengenai masalah-masalah dan meningkatkan daya nalar untuk mencari 
jawaban  melalui penelitian.”
21
 Tujuan penelitian ini yaitu: 
1. Untuk menjajaki regulasi terhadap transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online. 
2. Untuk menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap regulasi hukum 
transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 
G. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi Penelitian merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil 
penelitian. Terdapat 2 jenis manfaat dalam penelitian ini, yakni : 
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1. Manfaat Teoritis  
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis pribadi 
maupun pembaca dalam mengetahui permasalahan tentang tinjauan 
hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai wawasan dan ilmu bagi peneliti untuk memenuhi 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Siyasah 
Syar‟iyyah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
“Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, 
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 
memperoleh dan membahas suatu permasalahan.”
22
 Metode dalam penelitian 
merupakan salah satu hal esensi, karena dengan metode peneliti dapat 
memperlancar penelitiannya.  
Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. 
“Metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-
data deskriptif yang berwujud dengan uraian kata atau kalimat baik tertulis 
maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berprilaku mengamati.”
23
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Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kepustakaan (Library Research). “Penilitian Kepustakaan adalah penelitian 
yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan, baik berupa 
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang 
digunakan sebagai data.”
24
 Dalam suatu penelitian perlu ditentukan cara-cara 
tertentu agar dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan hasil yang 
maksimal, terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode 
penelitian, yaitu : 
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
“Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan 
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 
pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 
diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan 
berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan dukungan 
data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian 
hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 
melalui cara berfikir formal dan argumentatif.”
25
 
Penulis akan menerangkan melalui logika alamiah,  penyimpulan 
deduktif dan induktif serta dinamika tinjauan regulasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online. 
2. Desain penelitian 
Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan desain penelitian studi kasus.  
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“Studi kasus bertujuan mengeksplorasi secara mendalam suatu 
program, kejadian atau aktifitas, proses atau seorang individu atau 
lebih. Kasus yang diteliti terikat dengan waktu dan aktifitas, dan 
peneliti mengumpulkan informasi secara detail dengan 




Penulis memilih desain penelitian studi kasus untuk 
mengeksplorasi secara mendalam regulasi transportasi sepeda motor 
berbasis aplikasi online dengan berbagai metode pengumpulan data secara 
detail, serta regulasi transportasi sepeda motor merupakan kasus yang 
berkaitan dengan aktifitas. 
3. Prosedur Pengumpulan Data 
Prosedur Pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. 
“Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai 
objek penelitian.”
27
 Terdapat 2 macam sumber dalam pengumpulan data, 
yakni : 
a. Data Primer 
“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 




Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur`an, Hadits, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 
dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019. 
b. Data Sekunder 
“Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan 
untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, 
mengolah dan menyajikan.”
29
 Dalam data-data sekunder, peneliti 
menggunakan buku-buku, jurnal, majalah, skripsi, makalah, karya tulis 
ilmiah, media online dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. 
4. Prosedur Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif 
Analitik. “Deskriptif Analitik yakni cara menganalisa dan interpretasi objek 
data penelitian dengan memaparkan beberapa data sehingga memperoleh 
kesimpulan.”
30
 Deskriptif Analitik dalam penelitian ini nantiya akan 
memberikan deskripsi atau gambaran hukum Islam dalam meninjau 
regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 
Dalam menganalisis data ini menggunakan metode deduktif. 
“Metode deduktif merupakan metode analisis data dengan cara yang 
bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik 
kesimpulan yang khusus.”
31
 Dengan metode deduktif peneliti dapat 
menspesifikasi keterangan-keterangan dari data yang diperoleh agar 
mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum Islam tentang 
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transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Terdapat 2 cara dalam 
menganalisis data, yaitu : 
a. Penandaan Data (Koding) 
“Penandaan data memegang peranan penting dalam proses 
analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian.”
32
 
Peneliti nantinya akan memberi tanda atau catatan data yang 
menyatakan sumber dan jenis data yang baik, yang bersumber dari 
sumber-sumber hukum Islam ataupun buku-buku yang sesuai dengan 
permasalahan dalam meninjau hukum Islam terhadap regulasi 
transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. 
b. Pengelompokkan Data (Organising) 
“Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 
rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.”
33
 
Dalam hal ini peneliti akan mengatur dan menyesuaikan data yang 
didapat dalam meninjau hukum Islam tentang regulasi transportasi 
sepeda motor berbasis aplikasi online agar menghasilkan dasar 
pemikiran yang teratur. 
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c. Pemeriksaan Data (Editing) 
“Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 
karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis 
dan meragukan.”
34
 Dalam hal ini peneliti akan melakukan pemeriksaan 
ulang secara keseluruhan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap 
regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online yang telah 
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A. Kajian Teori 
1. Siyāsah Dusturiyah 
a. Pengertian Siyāsah Dusturiyah 
“…Siyāsah artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau 
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Arti tersebut 
memiliki sinyal bahwa tujuan siyāsah ialah mengatur, mengurus dan 
membuat kebijaksanaan untuk hal yang bersifat politis.”
35
 Mengatur, 
mengurus, memerintah serta memimpin dalam siyāsah tidak terlepas 
dari kata kemaslahatan yang terkandung didalamnya serta didasarkan 
kepada sumber-sumber hukum Islam. Namun fiqh siyāsah terdapat 
beberapa bagian yang salah satunya adalah siyāsah dusturiyah. 
“Siyāsah dusturiyah adalah bagian fiqh siyāsah yang membahas 
masalah Perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga 
dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi  (Undang-Undang 
Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam 
suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-
Undang), lembaga demokrasi dan syura‟ yang merupakan pilar 
penting dalam Perundang-undangan tersebut. Disamping itu, 
kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyāsah 
dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara 
serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.”
36
 
Awal mula kata siyāsah dusturiyah dalam sejarahnya 
merupakan sebuah kata dari kajian  
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“…Fiqh siyāsah dalam pembahasannya menyebut konstitusi 
dengan kata dusturi, yang dimana kata tersebut merupakan kata 
yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang 
memiliki otoritas dalam bidang politik serta agama, namun 
setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata 




“Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 
bahwa siyāsah adalah pengaturan Perundang-undangan yang diciptakan 
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.”
38
 Dapat disimpulkan 
bahwa siyāsah dusturiyah adalah  hubungan antara pemimpin dengan 
masyarakat ataupun lembaga-lembaganya yang mengurus, mengatur 
serta merumuskan Perundang-undangan yang sesuai dengan sumber-
sumber hukum Islam yang terdapat disuatu wilayah. Siyāsah dusturiyah 
lebih mengkaji kepada Pengaturan dan Peraturan Perundang-undangan. 
b. Ruang Lingkup Siyāsah Dusturiyah 
Memahami siyāsah dusturiyah terdapat bidang-bidang serta 
cakupan-cakupan dalam konsep maupun teorinya. 
“Siyāsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 
luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan 
persoalan fiqh siyāsah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua 
hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat al-Qur`an 
maupun hadits, maqosidu syar‟iah, dan semangat ajaran Islam 
di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah 
bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli 
tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah 
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 
perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 
ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.” 
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“Dalil Kulli adalah dalil syar‟i yang masing-masingnya 
menunjuk kepada satuan atau hukum yang bersifat menyeluruh. Dalil 
kulli adakalanya berupa Al-Kitab atau Hadits, yaitu ayat-ayat atau 
Hadits yang bersifat umum.”
39
  
Terdapat bidang-bidang dalam kajian Siyāsah Dusturiyah 
sebagai berikut: 
1) Al-sulthah al- tasyri‟iyah 
“Dalam kaidah ushul fiqh kaidah tasyri‟iyah adalah kaidah-
kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara‟ dalam 
menetapkan hukum,”
40
 sementara “al-sulthah al-tasyri‟iyah yaitu 
kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan 
hukum,”
41
 dengan kata lain yaitu salah satu kewenangan atau 
kekuasaan Pemerintah Islam untuk mengatur terhadap persoalan 
yang menyangkut tentang kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul 
halli wa al-aqdi.  
“…Undang-Undang serta Peraturan yang nantinya akan 
dikeluarkan oleh lembaga legislatif, harus mengikuti 
ketentuan-ketentuan dalam syari‟at Islam. Terdapat dua 
fungsi lembaga legislatif sebagai berikut : 
a) Hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-
Qur`an dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan 
oleh al-sulthah al-tasyri‟iyah adalah Undang-Undang 
Ilahiyah yang diisyaratkan oleh Allah Swt serta dijelaskan 
oleh Nabi Saw dalam Hadits. 
b) Melakukan Ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan 
yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Dalam hal ini 
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lembaga legislatif berusaha mencari „Illat atau sebab 
hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul. 
Lembaga legislatif juga harus mengacu kepada ijtihad  
yang dimana perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi 
social masyarakat,sehingga hasil peraturan tersebut sesuai 




al-sulthah al-tasyri‟iyah mengeluarkan Peraturan, namun 
tidak berlaku untuk selamanya, dikarenakan perkembangan yang 
terjadi baik perkembangan zaman maupun masyarakat sehingga 
sewaktu-waktu peraturan tersebut dapat berubah dan lembaga 
tersebut dapat menentukan Peraturan yang baru. 
Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam sebagai berikut : 
“a)..Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam 
masyarakat Islam. 
b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. 
c) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai 
dengan nilai-nilai dasar syari‟at Islam.” 
 
2) Al-sulthah Tanfidziyyah 
Al-sulthah tanfidiyah adalah kekuasaan eksekutif yang di 
dalamnya membahas tentang persoalan imamah, persoalan bai‟ah, 
wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Islam tidak menjelaskan 
secara jelas tentang lembaga-lembaga yang berada di bawah 
Presiden atau Kepala Daerah. Menurut Sumber hukum Islam 
diperintahkan untuk menaati perintah dari lembaga eksekutif sebagai 
ulil amri, namun dengan syarat lembaga eksekutif tidak lepas dari 
ketaatannya terhadap al-Qur`an dan Hadits. 
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3) Al-sulthah Qadlaiyah 
Al-sulthah qadlaiyah adalah kekuasaan yudikatif yang 
didalamnya membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam 
peradilan baik perkara-perkara pidana yang contohnya seperti 
penganiayaan, mengambil hak dari orang lain, perampokan serta 
perkara lain yang masuk dalam peradilan. 
4) Al-sulthah Idariyah 
Al-sulthah Idariyah adalah bidang yang didalamnya 
membahas mengenai masalah-masalah administratif dan 
kepegawaian.  
Ruang lingkup di atas merupakan  bagian-bagian dari siyāsah 
dusturiyah, yang di dalamnya juga menjelaskan bagaimana Islam 
mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam 
ketatanegaraan.  
“…Sistem pemerintahan, dalam Islam mencerminkan seperti 
dalam ruang lingkup siyāsah dusturiyah di atas juga 
mengatur tentang konsep imamah yang mengatur tentang hak 
dan keadilan baik pemimpin maupun rakyat, yang 
dihubungkan dengan Peraturan dasar tentang bentuk dan 
batasan pemerintahan, cara pemilihan pemimpin, serta 
hubungan penguasa dan rakyat. Kemudian ruang lingkup 
pembahasan siyāsah dusturiyah juga membahas bai‟at, yang 
menjelaskan tentang perjanjian dengan substansi 
Pemerintahan. Kemudian membahas tentang ‟ahlul halli wal 
aqd, yakni perwakilan dalam Pemerintahan serta wazarah 
yang membantu memikul beban Pemerintahan yang harus 
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c. Sumber Hukum Siyāsah Dusturiyah 
Pada prinsipnya al-Qur`an dan Hadits  merupakan sumber utama 
dalam hukum Islam. 
“Tetapi dalam kenyataannya bahwa kemampuan manusia sangat 
terbatas untuk menangkap semua pesan yang terdapat dalam 
kandungan nash secara pasti, baik al-Qur`an maupun Hadits itu 
sendiri. Dengan keterbatasan itu, dirasakan adanya tindakan, 
kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum yang secara pasti 
hukumnya tidak ditemui pada dua sumber tadi. Oleh karenanya 
fuqaha umumnya sepakat menjadikan ijma‟ dan qiyas sebagai 
sumber ketiga dan keempat setelah al-Qur`an dan Hadits. Empat 




Berdasarkan pada nash al-Qur`an dan hadits sebagai sumber 
ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai sumber hukum 
Islam. Diantaranya sebagai berikut : 
الّلَو َوأَِطيُعوْا الرهُسوَل َوأُْوِل اأَلْمِر  يَا أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوْا أَِطيُعواْ 
ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل الّلِو َوالرهُسوِل ِإن ُكنُتْم 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالً ﴿ تُ ْؤِمُنوَن بِالّلوِ    ﴾٩٥َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa‟ [4]: 59). 
Ayat ini menjelaskan untuk menaati Allah Swt dan Rasul-Nya 
dengan beracuan kepada al-Qur`an dan Hadits.  
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“Sedangkan perintah untuk mentaati Ulil Amri atau pemerintah 
Penguasa merupakan perintah untuk mengikuti keesepakatan 
lembaga hukum pemerintah sebagai ijma‟, dan perintah untuk 
mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul-Nya itu 
merupakan perintah untuk mengembalikan ketetapan hukum 
yang terkandung dalam hal yang diperselisihkan hukumnya 




Penjelasan ayat tersebut di dalamnya terdapat pula teori hierarki 
hukum dalam Islam seperti yang diatur dalam sumber hukum Islam. 
Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqh sepakat bahwa pada 
prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah al-Qur`an dan Hadist. 
Dalam ayat lain Allah swt berfirman: 
اَن لِيَ ُقوَم َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي َِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَ 
النهاُس بِاْلِقْسِط َوأَنزَْلَنا اْلَِْديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنهاِس 
﴾٩َٕعزِيٌز﴿ َولِيَ ْعَلَم اللهُو َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإنه اللهَو َقِوي      
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah 
Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca 
(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan 
keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya 
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat 
bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang 
menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal 
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S. Al-Hadid [57] : 25). 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw juga 
mempunyai tugas yaitu menyampaikan hukum-hukum Allah, dan 
banyak lagi ayat-ayat dalam al-Qur`an yang menjelaskan mengenai 
peraturan. 
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Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat 
berkaitan dengan sumber hukum islam yaitu : ijma‟, ijtihad, istishab, 
istislah, istihsan, maslahat mursalah, qiyas, ray‟yu, dan „urf. Berikut 
Penulis jabarkan Sumber-sumber hukum Siyasah Dusturiyah. 
1) al-Qur`an 
Pedoman umat Islam merupakan al-Qur`an, yang dimana 
telah menjadi sumber hukum yang paling utama dalam menentukan 
segala sesuatu. 
“al-Qur‟an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari 
semua ajaran dan syari‟at Islam. Secara istilah  yang 
dimaksudkan dengan sebutan al-Qur‟an itu adalah firman 




Hal ini ditegaskan di dalam al-Qur`an sebagai berikut.  
ِإنها أَنزَْلَنا إِلَيك اْلِكَتاَب بِاْلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ ْْيَ النهاِس ِبَا أَرَاَك الّلُو 
آئِِنْيَ  ﴾٩َٓٔخِصيًما ﴿ َوالَ َتُكن لِّْل  
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menu nkan kitab 
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya 
kamu mengadili antara manusia dengan apa yang 
telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 
kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang yang 
khianat.” (Q.S An-Nisa‟ [4] : 105). 
al-Qur`an merupakan sumber utama dari Siyāsah dusturiyah 
sebagai rujukan dan menetapkan Peraturan-peraturan. 
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Hadits merupakan sumber kedua dalam Siyāsah dusturiyah 
setelah al-Qur`an, yang dimana dalam penjelasannya yaitu 
“Hadist merupakan ucapan Rasulullah Saw tentang suatu 
yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu 
hal, atau dapat disebut dengan sunnah qauliyyah. Hadist 
merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Secara istilah 
syara‟ yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah apa saja 
yang muncul dari Rasulullah Muhammad Saw baik berupa 




Ijma‟ merupakan sumber ketiga setelah al-Qur`an dan Hadits 
dalam pembahasan Siyāsah dusturiyah. Dalam penjelasannya Ijma‟ 
“Secara bahasa mengandung dua pengertian sebagai berikut :  
a) Yaitu niat dan kehendak untuk sesuatu. 
b) Kesepakatan terhadap suatu hal.”48 
“…Ijma‟ menurut hukum Islam adalah kesepakatan sejumlah 
mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah Saw tentang hukum 





Sumber hukum Siyāsah dusturiyah selanjutnya adalah Qiyas.  
“Qiyas diartikan sebagai upaya menghubungkan atau 
menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang belum 
ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu 
peristiwa lain yang hukumnya disebutkan oleh nash. 




Ibid. h.15.  
49




Penyamaan hukum tersebut didasarkan atas kesamaan illat 
antara dua peristiwa yang bersangkutan.”
50
 
Terdapat tiga hakikat dalam qiyas adalah: 
a) Ada dua kasus yang mempunyai „illat yang sama.  
b)  Satu di antara dua kasus yang bersamaan „illat-nya itu sudah 
ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan 
kasus yang satunya lagi belum diketahui hukumnya.  
c) Berdasarkan „illah yang sama, seorang mujtahid menetapkan 
hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum 
yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan 
berdasarkan nash.  
5) Adat Kebiasaan Bangsa Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip 
al-Qur`an dan Hadits. 
Adat kebiasaan yang terdapat didalam suatu bangsa banyak 
yang sejalan dengan al-Qur`an dan Hadits tetapi ada pula yang 
bertentangan, sehingga dapat diangkat menjadi suatu ketentuan yang 
tertulis. “…Tetapi ada pula kemungkinan adat kebiasaan yang tidak 
tertulis, adat kebiasaan ini biasanya disebut dengan konversi.”
51
 
Untuk itu, adat kebiasaan merupakan salah satu hukum yang harus 
diperhatikan dalam kajian Siyāsah dusturiyah. 
Menurut penjelasan tersebut penulis memilih Siyāsah dusturiyah 
sebagai teori dalam penelitian ini, dikarenakan dalam Siyāsah dusturiyah 
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menjelaskan dan membahas tentang politik Perundang-undangan. Lebih 
jelasnya penulis memakai Siyāsah dusturiyah sebagai pengkajian terhadap 
diduganya bertentangan regulasi transportasi sepeda motor berbasis 
aplikasi online dengan Peraturan yang berada diatasnya namun tetap 
menggunakan sumber hukum Islam yakni al-Qur`an, hadits, ijma‟, Qiyas 
maupun adat kebiasaan bangsa sebagai dasar dan sumber dari teori yang 
penulis pakai. 
2. Maslahah al-Mursalah 
a. Pengertian Maslahah al-Mursalah 
 “Imam al-Ghazali mendifinisikan maslahah sebagai mengambil 
manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan 
syara‟. Pemeliharaan tujuan syara‟ yang dimaksud al-Ghazali adalah 
pemeliharaan al-Kulliyat al-Khams.”
52
 Terdapat pula pendapat-
pendapat lain tentang pengertian maslahah al-mursalah yang dimana 
inti dari pengertian itu adalah memelihara agar tercapainya segala 
tujuan syara‟, yakni menolak kemudharatan dan mendapatkan 
kemanfaatan. 
b. Syarat-syarat Maslahah al-Mursalah 
1) Sesuatu yang dianggap Maslahah al-Mursalah bersifat hakiki. 
“Maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya, sebab 
tujuan pensyari‟atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk 
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mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan,”
53
 
“bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan 




2) “Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan 
kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu.”
55
  
3)  “Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ditegaskan dalam  al-Qur`an atau sunnah 
Rasulullah Saw atau bertentangan dengan ijma‟,”
56
 dengan kata 
lain, kemaslahatan itu sejalan dengan kemaslahatan yang telah 
ditetapkan syar‟i. 
c. Macam-macam Maslahah al-Mursalah 
1) “Maslahah yang mu‟tabaroh atau maslahah yang diakui 
oleh syara‟, merupakan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh 
hukum Islam serta Nash telah mengakuinya.”
57
 “Sebagian ulama 
ushul fiqh menyebutnya dengan Maslahah Dhoruriyah, yakni 
kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam rangka memelihara 
kebaikan, ketertiban serta manfaat bagi kehidupan manusia.”
58
 
Definisi tersebut sesuai dengan tujuan hakiki hukum Islam. 
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2)  “Maslahah yang Mulghoh atau Maslahah Ghairu Mu‟tabaroh 
ataupun Al-Munasib Al-Mulgho yang artinya adalah kemaslahatan 
yang tidak diakui serta tidak dibenarkan oleh syara‟.”
59
 “Sifat 
kemaslahatan yang kelihatannya secara lahiriyah dapat 
merealisasikan  kemaslahatan, namun syara‟ melarangnya.”
60
  
3) “Maslahah Mursalah atau Maslahah Mutlaqoh ataupun Munasib 
Mursalah, merupakan sifat kemaslahatan yang tidak diketahui 
apakah diakui atau dibatalkan oleh syara‟, baik melalui al-Qur`an, 
sunnah ataupun ijma‟.”
61
 Maslahah ini diperselisihkan oleh para 
ulama tentang kebolehannya illat hukum dan dalil hukum atau 
tidak.  
d. Kedudukan Maslahah al-Mursalah Dalam Hukum Islam 
Kehujjahan terhadap maslahah al-mursalah pada prinsipnya 
ulama menerimanya sebagai alasan dalam menetapkan hukum syara‟, 
baik dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda 
pendapat. 
“Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan 
maslahah al-mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahah 
tersebut berpengaruh pada hukum. Ada ayat, hadits atau ijma‟ 
yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai 
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“..Ulama Malikiyyah menerima maslahah al-mursalah sebagi 
dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap 
sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas 
menerapkannya. Malikiyyah mensyaratkan tiga syarat, yaitu: 
1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan 
termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash 
secara umum. 
2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti 
3) Bukan sekedar perkiraan.”63  
Sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah 
itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak 
kemudharatan, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang 
banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
Ulama golongan Syafi‟iyyah, menjadikan maslahah sebagai 
dalil syara‟, namun Imam Syafi‟i, memasukkannya ke dalam qiyas.  
“Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap 
kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam 
mengistinbatkan hukum, yaitu: 
1) Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟ 
2) Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 
nash syara‟. 
3) Maslahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang 
dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun 




Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi 
perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila 
syari‟at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan 
membawa kesulitan.  
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3. Transportasi Menurut Islam 
Terdapat beberapa alat transportasi yang disebut dalam al-Qur`an 
seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, 
keledai atau selainnya. Ketentuan yang dijelaskan oleh al-Qur`an terhadap 
transportasi salah satunya adalah rakiba yang berarti menaiki kendaraan. 
Dalam al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang 
transportasi sebagai berikut. 
ِإنه ِف َخْلِق السهَماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللهْيِل َوالن هَهاِر َواْلُفْلِك 
ا أَنَزَل الّلُو ِمَن السهَماء ِمن الهِِت ََتْرِي ِف اْلَبْحِر ِبَا يَنَفُع النهاَس َومَ 
مهاء فََأْحَيا ِبِو األْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا َوَبثه ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبهٍة َوَتْصرِيِف 
 لَِّقْومٍ  الرِّيَاِح َوالسهَحاِب اْلُمَسخِِّر بَ ْْيَ السهَماء َواأَلْرِض آليَاتٍ 
﴾                                                ٦١ٔ﴿يَ ْعِقُلونَ    
Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di 
laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa 
yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 
air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 
langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 
(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 164). 
   
“…Ayat tersebut menjelaskan bagaimana transportasi khususnya 
dilaut bahwa Allah tundukan laut agar bisa membawa berlayar 
perahu-perahu yang berada diatasnya, tidak membuat perahu 
tenggelam, sekalipun dengan membawa beban yang berat. Perahu-
perahu tersebut berlayar dari satu pantai ke pantai yang lain 
membawa barang-barang yang akan dimanfaatkan oleh manusia. 








﴾ ٩٥اللهُو الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَنْ َعاَم لِتَ رَْكُبوا ِمن َْها َوِمن َْها تَْأُكُلوَن ﴿
ْم َوَعَلي َْها َوَعل ُصُدورِكُ  َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتب ُْلُغوا َعَلي َْها َحاَجًة ِِف 
﴾٠ٓاْلُفْلِك ُُتَْمُلوَن ﴿  
Artinya : “Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, 
sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya 
untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat 
yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan 
supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan 
dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat 
diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan 
dengan mengendarai bahtera” (Q.S Al-Mu‟min [40] : 79-
80). 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa selain untuk dimakan binatang 
juga dapat dijadikan alat transportasi selain itu terdapat penjelasan tentang 
transportasi di darat maupun di laut. Kemudian terdapat pula ayat al-
Qur`an yang menjelaskan tentang transportasi terdahulu hingga 
transportasi yang akan datang,  seperti yang terdapat pada ayat berikut : 
﴾٠َواْْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَِْمرَي لِتَ رَْكُبوَىا َوزِيَنًة َوََيُْلُق َما الَ تَ ْعَلُموَن ﴿  
Artinya : “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, 
agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) 
perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak 
mengetahuinya.” (Q.S An-Nahl [16] : 8). 
Ayat tersebut secara spesifik menyebutkan binatang-binatang 
sebagai transportasi yakni kuda, bagal
66
 dan keledai. Tetapi dijelaskan pula 
pada akhir ayat bahwa Allah menciptakan apa yang tidak diketahui 
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manusia yang menjadi isyarat jika pada masa yang akan datang akan 
lahirnya transportasi dengan berbagai model, bentuk hingga 
kecanggihannya seperti yang dapat kita rasakan pada zaman ini. 
Selain dalam al-Qur`an terdapat sebuah Hadits yang meriwayatkan 
tentang akan adanya kemajuan teknologi transportasi sebagai berikut.  
ثُثمه أُتِيُت ِبَدابهٍة أَبْ َيَض يُ َقاُل َلُو اْلبُ رَاُق فَ ْوَق اْلَِْماِر َوُدوَن اْلبَ ْغِل 
َخْطُوُه ِعْنَد أَْقَصى َطْرِفِو َفُحِمْلُت َعَلْيِو ُُثه اْنطََلْقَنا َحَّته أَتَ ي َْنا  يَ َقعُ 
نْ َيا  السهَماَء الدُّ
Artinya : “Kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, 
yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari 
Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh 
batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, 
kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit 
dunia.” (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan lain-
lain). 
Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa akan terdapat kemajuan 
transportasi dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga saat ini banyak 
bermunculan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya 
globalisasi yang ada di dunia ini. Walaupun pada zaman Rasulullah Saw 
hewan masih jadi prioritas dalam bertransportasi. 
Pada zaman Rasulullah Saw yang digunakan sebagai kendaraan 
utama ialah unta, karena unta memiliki tenaga yang cukup kuat dan dapat 
berjalan jauh. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan 
manusia semakin meningkat maka pada abad ke 20 terciptalah transportasi 




pesawat terbang yang dimana perkembangan alat transportasi tersebut 
telah dijelaskan oleh Allah Swt 14 abad yang lalu. 
Tujuan diciptakannya transportasi menurut al-Qur`an ialah untuk 
menjadi tunggangan dan hiasan. Benar saja, pada zaman ini banyak orang 
yang menjadikan kendaraan bukan hanya untuk ditunggangi, tetapi juga 
untuk dijadikan koleksi dan hiasan seperti kendaraan-kendaraan mewah. 
Di zaman dahulu juga banyak manusia membeli kuda terbaik untuk 
dibanggakan dan dijadikan hiasan.  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan  
 
Sarana dalam mewujudkan pembangunan hukum Nasional ialah 
dengan membentukan Peraturan Perundang-undangan yang didukung oleh 
metode-metode yang sesuai dengan aturan dan melibatkan lembaga-
lembaga yang berwenang dalam membuat Peraturan Perundang-undangan.  
“Kata pembentukan Undang-Undang merupakan rangkaian kata 
yang diartikan sebagai proses pembuatan Undang-Undang yang 
kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik 
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, 
serta penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga 
diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk.”
67
 
Telah terjadi beberapa kali perubahan dalam hierarki Peraturan 
Perundang-undangan, dan yang terakhir yakni hierarki Peraturan 
Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) 
yang isinya sebagai berikut : 
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“Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari 
atas :  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;  
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;  
d. Peraturan Pemerintah ;  
e. Peraturan Presiden ; 
f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan  
g. Peraturan Daerah Kabupaten.”68 
Selanjutnya terdapat peraturan selain dyang disebutkan oleh pasal 7 
ayat (1), yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011, yang menegaskan sebagai berikut : 
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 




Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 menegaskan tentang Peraturan yang telah dijelaskan dalam 
pasal 8 ayat (1) sebagaimana berikut:  
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
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Jika kita melihat dari Peraturan tersebut, maka terdapat dua syarat 
untuk Peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, 
sebagai berikut : 
a. Diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 
b. Dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Jika kita merujuk kedalam doktrin, maka kita hanya mengenal 2 
macam Peraturan Perundang-undangan yang dilihat dari dasar 
kewenangan pembentukannya, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk atas dasar sebagai berikut : 
a. Atribusi pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
b. Delegasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
“…Atribusi kewenangan dalam Perundang-undangan dapat 
diartikan sebagai penciptaan wewenang oleh konstitusi dan 
pembentuk Undang-Undang yang diberikan kepada suatu bagian 
Negara, baik yang telah ada maupun yang dibentuk baru. Delegasi 
dalam bidang Perundang-undangan merupakan pemindahan atau 
penyerahan kewenangan untuk membentuk Peraturan dari 
pemegang kewenangan asal yang memberikan delegasi  kepada 
yang menerima delegasi dengan tanggungjawab pelaksanaan 
kewenangan tersebut terhadap delegataris sendiri, sedangkan 
tanggungjawab delegans sangat terbatas sekali.”
71
 
Selain itu dasar terbentuknya Peraturan Perundang-undangan 
terdapat pula pada asas-asas pembentukan Perundang-undangan yang baik 
yakni, “Asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi 
penuangan isi peraturan kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat 
dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur 
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pembentukan yang telah ditentukan.”
72
 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 disebutkan bahwa :  
“Dalam membentuk  Peraturan Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan dengan asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:  
a. Kejelasan tujuan;  
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  
d. Dapat dilaksanakan;  
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
f. Kejelasan rumusan; dan  
g. Keterbukaan.”73 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak terlepas dari 
asas-asas dalam nilai yang terkandung didalam Peraturan tersebut sebagai 
tumpuan untuk berfikir, berpendapat serta bertindak. Selain itu asas pula 
berperan sebagai acuan agar terhindar dari kesalahan dan kecacatan dalam 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan. asas-asas juga dijelaskan 
pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan 
sebagai berikut : 
“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
asas:  
a. Pengayoman;  
b. Kemanusiaan;  
c. Kebangsaan;  
d. Kekeluargaan;  
e. Kenusantaraan;  
f. Bhinneka Tunggal Ika;  
g. Keadilan;  
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau   
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”74 
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Asas-asas tersebut merupakan dasar terbentuknya Peraturan 
Perundang-undangan agar rumusan dalam membentuk Peraturan Perundang-
undangan tidak terdapat kekeliruan dalam merumuskannya. 
B. Tinjauan Pustaka 
Setelah penulis melakukan tinjauan penelitian tentang regulasi 
transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, terdapat beberapa 
penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul tersebut. 
1. Penelitian pertama yang penulis temukan merupakan penelitian dari Bagus 
Aditya (2019) yang penelitiannya berjudul “Payung Hukum Semu Ojek 
Online” penelitian ini mendeskripsikan tentang  
“…Regulasi ojek online yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak 
memberikan status hukum yang jelas bagi ojek online, yang 
bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-
XVI/2018, yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian 
Perhubungan dengan menyerahkan pengaturan teknis mengenai 
ojek online kepada masing-masing kepala Daerah. Dengan itu 
situasi semakin kisruh dengan munculnya produk-produk hukum 
daerah terkait ojek online yang tidak seragam karena kepala 
daerah tidak diberikan panduan oleh Pemerintah Pusat, yang 
kemudian terbentuknya regulasi ojek online yaitu Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019.”
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Perbedaan penelitian tersebut ialah dari hasil penelitian yang yang 
berisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, perumus 
peraturan berusaha menghindari penggunaan istilah kendaraan bermotor 
umum, angkutan umum atau angkutan orang. Kemudian dalam peraturan 
tersebut dan Keputusan Menteri Perhuungan Nomor 384 Tahun 2019, 
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tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih 
lanjut mengenai operasional transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 
online. Kemudian yang terakhir, tindakan Kementerian Perhubungan saat 
ini dengan langsung menerbitkan Peraturan Menteri terkait transportasi 
sepeda motor berbasis aplikasi online menimbulkan resiko timbulnya 
gugatan uji materiil atas peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. 
Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kerancuan dan 
pertentangan dalam regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 
online, tetapi dalam penelitian yang penulis rangkai lebih menjurus 
kepada pandangan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda 
motor berbasis aplikasi online tersebut. 
2. Penelitian kedua yang penulis temukan ialah penelitian yang dilakukan 
oleh Kamilina Khidmati (2018) dengan judul “Kebijakan Transportasi 
Online Prespektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini menjelaskan tentang  
“…Bagaimana kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil 
seperti badan hukum yang tercantum dalam regulasi taksi online, 
kemudian pembatasan kuota dalam transportasi online tersebut, 
sertifikasi registrasi uji tipe dan keamanan serta tarif dalam 
transportasi online. Semua ditinjau menurut maslahatnya.”
76
 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya 
lakukan pada hasil penelitiannya, hasil penelitian diatas menjelaskan 
bagaimana maslahat yang dari keluarnya kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah dari segi keamanan, tarif hingga pembatasan kuota pada 
transportasi online tersebut. Kemudian penelitian tersebut lebih 
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cenderung menjelaskan tentang taksi online dan regulasinya sedangkan 
dalam penelitian yang saya lakukan lebih fokus kepada transportasi 
sepeda motor dan regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi 
online yang bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. 
3. Penelitian ketiga yang penulis temukan ialah penelitian dari Luthfi Al 
Haris (2016) dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa 
Ojek”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang  
“…Perlindungan konsumen dan pengemudi yang dimana terdapat 
tanggung jawab ketika terjadinya transaksi serta pengangkutan 
yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, seperti pada 
transportasi online dengan memberikan asuransi kepada 
konsumen bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penelitian 
ini juga menjelaskan bagaimana pengoperasian transportasi 




Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan 
ialah, penelitian tersebut lebih menjelaskan perlindungan konsumen 
ketika dalam pengangkutan dan terpenuhinya hak-hak baik itu konsumen 
maupun pengemudi, kemudian penelitian yang saya lakukan lebih 
menjelaskan kepada regulasi yang bertentangan dengan peraturan yang 
ada diatasnya, namun sama-sama menjelaskan bagaimana operasional 
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